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upaten/
ma {(UMK). di DIY tahun
* 2026 belum T

" dupan yang layak. !
Kenaikan UMK di seluruh

Hidup Layak Buruh

'YOGYA, TRIBUN - Maje-
lis'Pékerja Buruh Indonesia

[MPBD DIY menilai kenaikan |

Minimum Kabi
. soalan mendasar s
an hak pekerja atas pmghi
wﬂayah DIY yang berada
dt kisaran 6 persen dinilai ‘

masih bersifat administratif
dan belum mencerminkan

nasional,. pendekatan ter-

sebut belum memadat jika

dilihat dari perspektif hak ..

asasi manusia (HAM). Upah,
menurut MPBI, tidak dapat
diposisikan semata sebagai
instrumen ekonomi atau
stabilitas pasar tenaga kerja.
“Konstitusi secara tegas
‘menjamin hak atas peku'
jaan dan

layak. Hak ini juga dltegas—
kan dalam berbagal instru-
men HAM in yang
telah diratifikasi oleh Indo-
nesia. Oleh karena itu, upah
tidak boleh dipahami sema-
ta sebagai variabel ekonomi
atau instrumen stabilitas.
pasar tenaga kerja, melain-
kan sebagai hak dasar yung
berkaitan langsung
martabat manusia,” terang
Koordinator Majelis Peker-
Ja Buruh Indonesia (MPBI)
DIY, Irsad Ade Irawan, Ka-
mis (24/12).

MPBI DIY menyoroti ada-
nya serius

Dalam‘ pernyataannya,
MPBI DIY

= UMP DIY Dltetapkan Nalk 6,78 Persen -

nimum Kabupaten/l(ota
(UMK) tahun 2026. UMP
DIY 2026 sebe-

_ sejumlah ‘sikap dan tun-
~ tutan kepada Pemda DIY.
. Pertama, MPBI DIY meéngu-

sar Rp2.417.495 atau naik

Rp153.414,05 dibandingkan

tahun sebelumnya.
Sekretaris Daerah (Sekda)

- DIY Ni Made lepanu In-

| upah layak berbasis

! KeBgioban hidup layak riil

drayanti mengatakan, péie-
tapan UMP dan UMK 2026
mengacu pada Peraturan

sebagai | Pemerintah Nomor 49 Ta-

acuan. -
“Oleh karena itu, MPBI
DIY mengusulkan UMK DIY
2026 ditetapkan berdasar-
kan data 'KHL dari Kemna-
_ker RI, yaitu sebesar Rp - 45
Juta.” ujamya. i
Kedua, MPBI DIY mend-
rong Pemda DIY membuka

hun 2025 tentang Perubah-
an Kedua atas Pegaturan Pe-
merintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang pahan.
_Penetapan dilakukan oleh
Gubernur DIY berdasarkan
rekomendasi Dewan Pengu-
" pahan DIY.

“Besar Upah Minimum
Provins! tahun 2026 ditetap-
kanscb&aer2 417:495, di

antara kenatkan upah dan
lonjakan biaya hidup riil di
Yogyakarta. Dalam bebe-
rapa tahun terakhir, harga
pangan, sewa hunian, trans-
portasi, pendidikan, hingga
layanan kesehatan terus
mengalami peningkatan.
Kondisi tersebut memperte-
gas paradoks struktural DIY
sebagai ' daerah yang selama
ini dilabeli berupah murah,
tetapi memiliki biaya hidup

tinggi.
Tingginya biaya hidup di
Yogyakarta, menurut MPBI

« DIY, terkonfirmasi mela

sebesar
dahm penyusunan kcbljak 6 78 persen. Jadi lebih tinggi
an pengu o . Partisipasi o ]ag: atau naik se-
* buruh dinilai tidak boleh se- besar p 153.414,05," ujar
UMK KABUPATEN/ ot CoA o
bagian dari pemenuhan hak . (24/12). ¥
untuk terlibat dalam peng- Ia menjelaskan, Dwan
ambilan kebijakan yang ber-  Pengupahan DIY yang mem-
lul data Kebutuhan Hidup ~dampak Jangsung pada ke-  berikan rekomendasi terdiri
‘Layak (KHL) nasional yang  hidupan mereka. dnrl unsur serikat pekerja,
baru dirilis Kementeri- Ketiga, selama upah la- pengusaha, pemerintah,
an Ketenagakerjaan.' Da- yak belum ferwujud, MPBI dan akademisi. Sementara
lam data tersebut, angka DIY menilai Pemda DIY wa-  itu,’ penetapan UMK 2026
KHL Yogyakarta Jib kebifak ifakukan oleh
Rp4.6 juta. aﬁn'naul berbasis HAM, se- berdasarkan rekomendasi
Dengan kondisi tersebut, penyediaan'transporta- ~ bupati atau wali kota atas
MPBI DIY menilai UMK 2026 si publlk murah, perumahan - usulari dewan pengupahan
belum mampu 1a Jjamin- atau kota.
pekerja dan keluarganya ankesehaum daerah, pendi- Made menegaskan, upah
keluar dafi kerentanan eko- dikan gratis hingga perguru-  minimum_tersebut wajib
nomi maupun an tinggj, serta kepada pekerja
1 pan for- ' harga pokok. atau buruh dengan masa
mula pengupahan nasional - . “Kebijakan sosial.ini bu-" kerja'kurang dari satu ta-
yang, dinlai kaku dianggap ~ kan pengganti upah layak, hun di perusahaan yang
tetapi kewajiban negara un-
nuhan KHL di DIY. tuk ‘Selain itu,

“Kebijakan yang tampak

, adil seeara prosedural na- .

mun menghasilkan keti-
dakadilan substantif tetap
merupakan an

hak yang lebth luas," tegas

larang membayar. upah dl

tethadap prinsip upah la-
yak. Negara dan pemerintah
daerah memiliki kewajiban
untuk mmghurmati melin-'
dungi, dan hak

Irsad. bawah UMK yang telah di-
Keemipat, MPBI DIY merie- . tetapkan dap tidak.diper-
kankan pengu-
atan ketenaga- UMK tahun
kerjaan. Tanpa'penegakan = 2026. Pengusaha juga diwa-
hukum yang tegas, kznalk jibkan menyusun serta me-
an UMK dinilai nerapkan struktur dan skala
menjadi angka di atas ker upah di perusahaan.
Upah bagi pekerja atau

atas upah layak. Ketika e upah berpotensi tetap terjadi

bijakan pengupahan tidak
cukip untuk menopang

 kehidupan layak, mala ke-

wajiban tersebut belum di-

Sebelumnya Pemda DIY .

buruh dengan mésa ker-
ja satu tahun atau lebih
harus berpedoman pada

resmi menetapkan kehi-\,* smktur dan skala upah
ikan Upah Minimtim Pro- yang disusun perusahaan,”
]alankan sgparautuh ka!a vinsi, (UMP) dan,Upeh Mi- - ujarnya. (han)
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